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BUPATITANJUNGJABUNGTIMUR
PROVINSIJAMBI

PERATURANDAERAHKABUPATENTANJUNGJABUNGTIMUR
NOMOR t TAHUN2019

TENTANG

PERUBAHANATASPERATURANDAERAHKABUPATE,NTANJUNGJABUNG
TIMURNOMOR7 TAHUN2016 TENTANGRENCANAPEMBANGUNANJANGKA

MENENGAHKABUPATENTANJUNGJABUNGTIMURTAHUN2016-2021

Menimbang

Mengingat

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATITANJUNGJABUNGTIMUR,

: a. bahwa Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-

2021 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2016

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2016-2021;

b. bahwa untuk harmonisasi dan sinkronisasi dengan

peraturan perundang-undangan, serta sinergitas dengan
capaian program pembangunan Daerah Kabupaten

Tanjung Jabung Timur, perlu melakukan Perubahan

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Timur 2016-2021;

: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung
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Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54

Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten

Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi

dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3969);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ten tang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun

2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4739);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4725);



9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Keeil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4690);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5059);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4815);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Reneana Pembangunan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008



Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4817);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4833);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang

Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 228);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 2, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 3);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

23. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan

Nomor P.69/MENLHK/SEKJEN/KUM.1/12/2017

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara



Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

69);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah ten tang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan rencana Kerja Pemerintah

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 1312);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018

ten tang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

26. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2016

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 (Lembaran

Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 3)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun

2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 (Lembaran

Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 Nomor 2-218/2018);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Nomor 11 Tahun 2012 ten tang Rencana Tata Ruang

Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-

2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung

Timur Tahun 2012 Nomor 11);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
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Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten

Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 5);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor

6);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
Timur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor7);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH

KABUPATENTANJUNGJABUNGTIMUR

dan
BUPATITANJUNGJABUNGTIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURANDAERAH TENTANG PERUBAHANATAS

PERATURANDAERAHKABUPATENTANJUNGJABUNG
TIMUR NOMOR 7 TAHUN2016 TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATENTANJUNGJABUNG TIMUR TAHUN2016-
2021

Pasal I
Ketentuan Pasal 4 ayat 2 dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Timur Tahun 2016-2021, (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung
.Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 7) diubah, berbunyi sebagai berikut:

Pasal4

(1) RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur berlaku selama periode Tahun
2016-2021.

(2) RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2016-2021 terdiri dari 9
(sembilan) Bab dengan sistematika sebagai berikut:



a. BAB I

b. BAB II

c. BAB III

d. BAB IV

e. BAB V

f. BAB VI
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PENDAHULUAN

GAMBARANUMUM KONDISI DAERAH

GAMBARANKEUANGANDAERAH

VISI, MISI, TUJUANDAN SASARAN

STRATEGI,ARAHKEBIJAKANDANPROGRAM

PEMBANGUNANDAERAH

KERANGKAPENDANAANPEMBANGUNANDANPROGRAM
PERANGKATDAERAH

h. BAB VIII KINERJAPENYELENGGARAANPEMERINTAHANDAERAH

g. BAB VII

i. BAB IX PENUTUP

(3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran

sebagaibagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Paraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di M a Sabak

padatanggal 2019

~'fI TANJ JABUNGTIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak

pada tanggal 1 F6~ 2019

SEKRETARISDAERAHKABUPATENTANJUNGJABUNGTIMUR,
'4

SAPRIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATENTANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2019
NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,
PROVINSIJAMBI: (\! j.tJ~)
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